PENERAPAN GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION)
DALAM PERKARA PERLINDUNGAN KONSUMEN PPADA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

el -

SETIAWATI
No. BP, 01 140126

Program Kekhususan :Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PKII)

_-—-__‘—-_._
e,
1

FAKULTAS IHUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006



E AN PENGESAHAN
No. Reg. 2033/PI.IN02/2006

Judul Skripsi
PENERAPAN GUGATAN KELOMPOK {CLASS ACTION)
DALAM PERKARA PERLINDUNG AN KONSUMEN
pADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Oleh :

SETIAWATI
BP. 01140126

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 3 Maret 2006

yang bersangkutan dinyatakan lules oleh Tim Penguji yang terdiri dari <

Pembimbing I

/
M. Hasbi
NIP. 131918304

Penguji 11

ustam Ismail 8H ‘Neneng Oktariana, SH, MH
NIP. 130252676 NIP. 132205431




' Mo, Alumni Universitas Setiawati Mo, Alumnd Fakultas

a). Tempat /Tgl Lahir: Jakarta/8 Januari 1983 b). Nama Orang Tua:
H Dasril Raf dan Hi Tien Rukmiati ¢). Fakultas: Hukum d}. Jurusan:
Hukum Ekonomi e}, No.BP: 01140126 1. Tl Lulus:

), Predikat Lulus: hy IPK: i) Alamar Orang Tua:
1. Wadas 111, Villa Wadas Indah No. 26, Bekasi

Penerapan Gugatan Kelompok (Class Action) Dalam Perkara Perlindungan
Konsumen Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Skripsi 51 oleh : Setiawatl, Pembimbing: M Hasbi, SH MH Misnar Svam.SH.MH

ABSTRAK

Globalisusi berdampak pada perkembangan di segala bidung, tidak terkecuali pada bidang hukum. Salah
samnyi adaloh pude perkembangan dafam Hukum Perlindungan Konsumen, vailu dengan dizkuinya
gugatan yang dilakukan oleh masyarakat atau sekelompek orang yang mempunyal kepentingan yang sama,
yang dischut dengan gugatan perwokilan kelompok. Gugalan perwakilan kelom pok di dulam sisitem angl;
savon dikenal dengin cluss action. Class aovles sangal bermuntant bagi pemakainya, nemun kedang kala
cukup membingungkan karesn tdek paham pengeunaanys secara maksimal. Guna mengetahui pemahamen
lebih jelas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebugai berikut Perfame apa saje syurat- |
syarut formal dalam melakukan gugatan kelompok {efoss action). Kedug Bagaimana proses penvelesainn
sengheta perlindungan konsumen di pengadilan dengan menggunakan gugatan kelompok {class action).
| Kefiga begaimana  proses pendistribusian dana dalan penyelesaian  sengketa  perlindungan yang,
menggunzkan gugasan Kelompok (class aetion ). Unluk membahas permasalahan & atas penuliz
menggunekan metode yuridis sosiclegis yaitu berupa pendekatan maszlah melalui penslitian hukam dengan
melibat perundang-undangan vang ada dan dibubungkan dengan prakiek dilapangan, Hasi penelitian vang
penulis tnkukar dapat disimpulkan bahwe persyaraian gugatan kelompok (aliass gorion) yang berfako umum
wdalah Mwmeronsity yaitu jumlah orang yang menjadi korsan hares banyak, commonaliod vaitu Kesaimaan
fakta dan dasar hukum, npicalioe yaite tentan dan pembelazn tergugal hisrus sejenis, adegeency of
resprertaiion yaiu adanya keloyakan wakil kelas, Mekanisme pemeriksaan class aotion ditempub dengan
dua tuhap, yait tabap awal pemerikszan atau 1ahap pengakuan olass seton dan thap pemeriksnan i
atzy pemeriksann substansi gugatan perkara, Pendistribusisn dana dilakuken aleh komisi pembayviran gan: |
korugian, yang keunggotaannya terdiel dari pengaupgat, terougat dan Paniter,
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BAL I
PENDAHULLAN

A, Latar Belakang

Pembangunan ckonomi bangsa [ndonesia saat i odak bisa dilepaskan
dart globalhsasi, Pasar bebas dan perdagangan hintas negara sebagal inbas dari
globalisast tersebut, telah membuat kegiatan ckonomi semakin terbuka, Di sary
sist, hal ity menguntungkan konsumen karena bisa memilih barang danatau jasa
terbaik sesual dengan kemampuannya, Produsen harus meningkatkan kcpastian
muty, jumlah dan keamanan barang dan‘stau jasa seria pelavanan publik, agar
memiliki daya saing di pasar terbuka itu. Namun di sisi lain, pasar global belum
tentu juga menjamin terlindunginyg hak-hak konsumen. karena produsen selalu
berpikic untuk mendapatkan keuntungan dan produknya

Konsekuensi berlukunya globalisasi i bidang ckonomi memang akan
membern keuntungan di satu sisi, dan masalah di sist lannya baik bagi konsumen
Bebutuhan kensumen akan barang dan‘atau jass vang diinginkan memang dapat
terpenubn dengan adanya kebebasan untek memilih aneka jenis kualitas barng
dan‘ataw jasa, tetapi produsen tetap barus diawasi agar produk yang jual kepada
konsumen tetap memenuhi standar dan tidak merugikan kepentingan konsumen

Produsen dalam menghasilkan barang dan ataw jasa kadang kalz bisa lalai
dalam memnuhi standar muty barang dan keamanan pelavanan publik vang dapat
merugikan konsuinen, Apalegi schagian besar produsen masih kurang memiliki
langgung jawab dalam memproduksi barang vang akan dipasarkan, schingea apa

vang menjadi hak konsumen belum diperoleh sepenuhnya



]

keadaan 1ol vang menyebalkan umbulnya sengketn konsumen wvang
keruglannva bersifat masal, dikarenzgkan konsumen kurang memaham: akan hak-
hiknys scbagal konsumen dan bisanva Konsumen berada di posizi vang lemah.
Undang-Undang No. § Tabun 1999 1entang Perlindungan  Konsumen vang
herguna wntek mehndungl kosumen terikar pada pandangan hidup dan dasar
negara vang memmbulkan adanva kesadaran masyarskat skan  hak-haknva,
kensumen dapat mengajukan senghketa konsumen nka konsumen tersebut merasa
hak-hak Lensumennva telah dilangear oleh pelaku usaha, pengusaha, ataw
pemeriniah.

Undang-Undang Perlindungan  Konsumen (vang selanjuinya  dischut
dengan Undang-Undang PR} Pasal 45 (zvat) | menyatakan: “Setiap konsumen
yang dirugikan dapat mengeugat pelaku usaha melalw lembags vang berlupas
menyelesatkan sengketa antara Konsumen dan pelaku usaha atau melalu peradilan
vang berada dalam ruang lingkup peradilan umum”™.

Dalem hukum perdata pihak yang merasa dirugikan asanve mengajukan
gugatan secars konvensional terhadap pihak vang diangsap meregikan lewat
pengadilan. & Suroso berpendapat babwa, “gugatan dilakukan dengan duea cara
varu secara lisan atau tertulis dan bila perfu dapat meminta bantuan Ketu
Pengadilan Negeri”, Dan gugatan it sendin menuru Yahya Harahap mempunyal
pengertian “permohonan yang diajukan pengugal terhadap wergupa, dijukan ke

- 1 4 . - . -
Pengadilan MNegen™.” Gugatan individu vang dilakukan konsumen adalab supatan

‘'’ Surcsn, 1903 Faes Caea Dand Feases Heesiosnzan, Smar Geafika, Jukarta, Hal 26

Wk Haranap, 2005, Mk deara Perdaie, Sinar Grafika, Jakana, [l 268



vang dilakukan karepa adanya hak konsumen vang telab dilanpoar oleh peluke
usatha dan dilakukan scears individu dengan membuat surst kuasa secara individu,
sengketa konsumen menurut Sidrata adalah “sengketa berkenaan denpan
elanggaran hak-hak konsumen diama ruang ingkupnya menvanghku semua sepi
hukum, baix keperdataan, pidana maupuan t1ate ussha ncgara dan mempunyil
karaktenstik vang bersekala luas (melibatkan banyak UTHTI_I;_}“.! Jika dilihat secara
individual, mungkin saja nilar perkara sanpat keeil, letapi secara Komunual
merugian vang ditimbulkan sangat besar dan menimpa banvak korban, Dalam hal
kerugian vang bersifat masal negara-nepara vang menganut sistem duelo Savon
wlah lama mengenal konsep pugatan cless woron dalam sistem peradilannva
Tetapn mengimpat kegunaannya  vang memudahkan dalam  proscs peradilan
maupun kemudahan bag! pengeugat dan produsen maka banvak nesara-nagara
memberlakukan Konsep pugatan cfosy acfion i)
honsep gugatan efass gotion i tidak termasuk salam sistem hekum
perdata & Indonesia, teap mengimpal kegunaanova pada tehun 1997 sistem
cugatan ofasy getion diatur secara spesifik dalam Undanpg-Undange No 23 Tahun
1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, vang mana pada Pasal 37 {Avat) |
perbunyt @ 7 Masyarakat berhak mengajukan pugaran perwakilan ke pengadilan
dan‘atau melaporkan ke penegak bukum mengenai berbagai masalah lingkungan

midup vang merugikan perikehidupan masvarakat™

Alviderta, 200 Bt Porlindoman Konvesede Sadesoveer, Grasindo, Jakama, Hal 155,



Undang-Undang PK dalam Pasal 46 menvebutkan, bahwa vanp dapa
melakukan gupatan ke pengadilin kepada pelaku wsaha vang  melakekan
pelangearan adalzh

|, Crugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh

a  Seorang  konsumen  wvang  dirugikan  alaw ahli owans  vang
bersanghkutan;

b Sekelompak konsumen yang memepunyal kepentingan vang sama;

¢ Lembaga perlmdungan kensumen  swadava masvarakat yang
memenuhi syaral, vaitu berbentuk badan hukum atau yavasan vang
dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tepas bahwa tujuan
didirikannya orgamsas) o adalah untuk kepentingzn perlindungan
konsumen dan melsksanakan kegiatan sesuan dengan angparan
dasarnya;

. Pemenntah dan slau instansi terkait jtka barang dan ataw jasa yvang
dikomsumst atau dimanfzatkan mengakibatkan keruwan matenl
vang besar dan atau korban yang tidak sedikit.

Cupatan  yang  digjukan  oleh  sckelompok  konsumen,  lembags

perlindungan konsumen  swadava  masyarakat  atae  pemerintah

sehagaimana dimaksud pade (ayvat) | houruf b, huref ¢, atau burel
digukan kepada peradilan wmum.

3. Ketentuan lebih lanjut mengena kerugia materil vang besar dan/aiau

korban vang tidak sedikit sebagal mana dimaksod pada (avat) | huruf d
diatur dengan peraturan pemerintah

f-d

sesuar depgan Undang-Undang PR Pasal 46 (Avar) 2 maka dalam kaian
dengan karakteristik i, penvelesaian sengheta dalam hukum  perlindungan
konsumen mengenal adanya pugatan kelompok fofass aeoeny, Gugatan kelompok
menurul Ax Masulion adalah “pugatan vang harus dizjukan oleh konsumen vane
benar-benar dirugikan dan dapat dibuktkan secare hukum. salah satu contoh
diantaranya adalah adanya bukti transaksi ™ Diterapkannya ofass aoron dalam
hukum periindungan konsumen ini juga mendorong seliap wsaha atw keglatan

balk swasta maupun pemerintah unlek bertindak hati-hau, dan pada akhirmva

E] 3 it 9 o i 3 L
Az Masinion, 2003 Aspek Fiekion Perlielazant Kovsoerer, Pemantau Peradilan, Jakara, bab 13



diharapkan dapat merubah dan menumbuhkan sikap jera bag mercka yang
berpotens untuk merugikan kepentingan masyarakat luas,

Menurut Mas Achmad Susanto, gpugatan cfesy aorion dalam sengketa
konsumen i mempunyal sualu kajian yang berpuna uiatuk Cmelindungi
konsumen dengan tidak dimaksudkan mematikan pelaku usaha telapi justru
bBertuuan mendorong pelaku usaha apar menjadi tanpeoh, bandal, dan mampu
bersaing di pasar global yang terbemang dihadapan kita sepa bertyuan untuk
meningkatakan kesadaran masvarakat terhadap mutu suatn barang dan pelavanan
servis publik™.”

Peraturan Pemenntah tentang cfesy aotion memang belum ada, sedangkan
hampir seliap tabun ada gugatan clesy acven yang ditedma di pengadilan, tidak
hanva ditenma pengadilan di wilavah Jawa, tetapi juea di Sumaters. Selama
belum ada peraturan yarng mengatur fentang oluss getion Mahkamah agung
berwenang mengeluarkan Undang-Undang dalam bentuk Peraturan Mahkamah
Agung (yang selanjutnya disebut PERMAL Untuk mengatur acara persidangan
clasy gotion Mahkamah Apunp mengeluarkan PERMA NO 1 Tahun 2002
Tenang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Penerbitan PERMA ini untuk
mengist kekosongan, sambil menant ada Undang-Undang yang mengatur tentang
gugatan kelompok (class aotion)

Tata cara gugatan kelompok (cfess gotion) ini sejalan dengan asas hukum
acare perdata alah asas peraditan murah, praktis, dan cepat, dan elisien schapai
mana chiatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Moo d tahon 2004 Tenang Kekuasaan
Kehakiman vang menyebutkan bahwa “Feradilan dilakukan dengan sederhana,
cepal, dan blaya ningan”, Pemenksoan porkara haros cepat selesai, tunas, tidak

hanya selesai diputusan saja, tetap juga dilaksanakan.

" Mas Achamad Susanto, 1997, Pustata Perasdime Jilid XU Mahkamah Agune Bepubitk
Indonesia, Hal 75



Perpelasannya menyebutken bahwa “pengadilan harus memenuh harapan
dart pars pencant keadilan vang selalu menghendaki peradilan vang cepat, wepat,
adil, dan aya ringan™ " Selain itw, clas gotion penting untuk memberkan akses
keadilan kepada masyarakal, vang wnumnya datam posist lemash schingga mereka
tidak dapat mencegah dan menvangkal pelanggaran hak vanp dilakukan oleh
pengusiha atau pelaku ekonomi manpun penpuass vang lebib kual,

Class petion berguna bagi pemakmnys, namun kadang kala cukup
membingungkan karena banyvak kalangan tidak raham cara pengeunaannya secara
maksimal pugatan kelompok {closs woven), Menurat Susanti Adi Nugroho
“dalam perkembanga penggunaan prosedur efass action baik prakisis hukum
maupun hakim di Pengadilan masih belum memahami aspek teknis maupun
prosedurnya.” Berdasarkan paparan diatas, penulis terarik untuk memili Judul
“PENERAPAN GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION) DALAM
PERKARA  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  PADA  PENGADILAN

NEGERI JAKARTA PUSAT™

B. Perumusan Masalah

Dalam latar belakang vang telah  divrakan i atas, maka permasalahan
dalam penulisan ini, antara lain :
| Apa saja syaral-syarat formal dalam melakukan gugatan kelompok fofuss

I

_ Sudikne Memokusume, 2002, Fubwn Acara Pordow bndonesia, Libertt, Yoovakena, Hal 36
Susanti Adi Mugroba, e Cir Hal 2



o |

B

Bagaimana proses penyelesaian  sengketa  perlindunpan kensumen  di
rengadilan dengan menggunakan pugatan kelompok | cfoss aoro)
3. Bapaimana proses pendistribusian dana  dalam  penvelesalan  sengheta

perlindungan konsumen yang menppunakan gugatan kelompok (cfass cotion)

C. Tujuan Penelitian

Adapun wjuan dilakukannya penelitian im dilibat dari perumusan masalah adalab
untuk

Lo Untuk mengetahui syarat-syarat forinal dalam melakukan gugatan kelompok

fodans ghot o)

(B

- Untuk mengetshui dan meneliv lebih jauh bagaimana  proses penvelessian
sengheta perlindungan kensumen di pengadilan dengan mengeunakan pugatan

kelompok (cfavy acton)

¥

3. Lntuk mengetahuw bagaimana proses pendisinibusian dana dalam penyelesaian

sengketa konsumen yang menggzunakan gupatan kelompok fofass aorions

D. Manfaat Penelitian

Dhany sep mandaat, diharapkan hasil penelitian i santinya berguna bukan
nanya umuk din penuhs pribadi saja. etapl juga diharapkan dapal membawa
manfaat bag orang Jain. Sccars umum diharapkan penebitan mi mempunyai

manfaat



BALRTIT

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Syarat-Syarat Formal Dalam Melakukan Gugatan Kelompok (Class
Actian)

Dalam mengajukan pugatan class action ke pengadilan, ada beberapa
persvaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penggupat yvang bersifat universal dan
farmal, persyaratan formal dibual olch negara yang bersangkut sesuai dengan
kebutuhan nepara tersebut dalam melaksanakan suatu hukum acara perdata Tipa
perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di Pengadilan Megeri Jakarta
pusat skan membzhas lebih lanjut mengenat proses pelaksanaan svaral-svarat
gugatan efass  action,  Perkara pertama adalsh peckara perdate
Mo S50 PdLGR000 PRIkt Pst  dirana YLK sebapsi  mediator  koensmen
menggugat pertamina terkait dengan peredaran gas elpiji, Perkara kedua adalah
perkarz perdata Mol 14/PdeG2002/Pn k. Pst yang diajukan YLKI schagi
mediator yang menggupat PT Kereta Api [ndonesia (KAL) atas berbagai kasus
tabrakan vang telab menewaskan ralusan penumpang, Terakhir adalah perkars
perdate No.276/Pdt.G/2003/Pn ke Pst diman 11 Amstrong sebagai kuasa hukum
prhak penggugat mengpugat Perusahaan Air Minum Swasta PT Thames PAM

Jaya (TPI) terkait dengan mulu pelavanan PRAM.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Dan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh
kesimpulan yang akhimya
. Babwa pugatan class action adalah gugatan perdata (biasa terkail dengan
permmntaan syfurciion atau gant kerugian) vang diajukan olch sejumlah OTAnE
(dalam jumlah yang tidak banyak) mewskili kepentingan mereka sendiri.
sckaligus mewakili kepentingan ratusan stau bahkan nbuan orang lainnya
yang Juga menjadi korban. Orang atau orang-orang yang tampil sebapai
pengguiat  distilahkan  sebagat  wakil  kelompok  fofuss rEsprseRialives)
sedangkan ratusan atau nbean orang vang diwakili tersubut diistilzhkan
sebagal anpgota kelompok  (olesy members), Dimana supatan  lerschut
MEmpLayal persyaratan |
a. Cugatan secara perdata
I Menvangkut kepentingan banyak orang {suserosin,
¢, Memiliki kesamaan fakta ataw peristiva dan kesamaan dasar hukum
[ commrunaliny),
d. Kelayakan wakil kelompok (Adeguacy of respresentation),
2 Bahwa mekanisme beracara dengan gugatan closy aorios dilakukan dengarn
dun tahap pemeriksaan, yaiu
2. tzhap awal pemeriksaan atau tahap pengakuan edass aerion,

b tahap pemertksasn substansi pusatan.

44
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Setelah adanya pengakuan terhadap class action vang ditetapkan dalam
amar putusan angeota kelompok selanjutnva pendefinisian kelompok denpan
melakukan notifikasi. Notifikasai merupekan suate pemberitahuan ving
Giberikan  kepada  anppota kelompok  mengenai beberapa  jalannya
persidangan class action. Pada notilikasai awal dengan mekanisme opt o,
dimana anggota kelompok vang telah didefinisi secars umum dalam pugatar
perwakilan dibers tahu dimedia masa, dan dalam jangka waklu tertentu diberi
kesempatan untuk menvatakon keluar, Lalu dilangutkan denpan tabapan
pemeriksaan substanis gugatan yaitu dimana jalannya persidagan adalah
malaw tahapan Pembacaan gugatatan, jawaban tergugat, rephik, duplik,
pembukiian khusus class action, dan penetapan putusan hakim

3. Bahwa pelaksanzan ganti kerugian doetapkan setelah aspek pertangpung
Jawaban ditetapkan dalam  pertimbansan putusan hakim. Gant Eerugian
meliputi @ ganti kerugian secara individu terhadap korban atau mengalami
kerugian atau pendertazn dan panti kerugian secara kolektif aleh angeota
kelompok vang mengalami kerugiun. Pendisiribusian dilakukan oleh komisi
pembayaran ganti kerugian yang diwakili oleh pihak tergupat. pengupat dan
panitera dimana bemanggung jawab kepada majehis kakim dan komisi ini
dalam menjalankan pendistribusian panti keruglan di awasi oleh lembaga

independen di bidang perlindungan konsumen.



91

SARAN-SARAN
I, Masyarakat (selaku konsumen) vang  merasa hak-haknva telah
dirugikan oleh pelake usaha atau pemerintah dan MEmpunyat
kesamazan fakla atzu peristiwa dan dasar hukum, serta terdapat
Kesamaan jenis wuntutan yang bersifat substansial vang digunakan para
wakil kelompok dengan sngpota kelompoknya apar tidak ragu-ragu
lagi mengajukan pugatan dengan mengpunakan mekanisme ooy
dofion kepada pengadilan dengan twuan  perbuatan yang telah

merugikan masyarakat tersebut segera ditindak lanjuti.

2. Mengingat cukup banvak kalangan yame kurang paham  carp
pengpunasn pgupatan olass schon secara maksimal sebaiknya
Mahkamah Aguop (MA)  menpeluarkan penjelasan resmi atas
Peraluran Mahkamah Agung (FERMA} Mo | Tabun 2002,

3. Mengingan telah banyaknva perkara perlindungan konsumen yang

digjukan dengan mengeunakan pugatan class acton sehaiknya ada
gerak  dari politisi, terutama wakil rakyat di parlemen agar
memperbarul peraturan dalam hentuk Undang-Undang vang secara
lebih rinei membahas dan mengatur tenlang tata cara PEngajuan ¢fevy

LT,

i O B I
L7 PERPES TAKAAN

=mSiTAE ANDALAS
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